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Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tarif pengangkutan gas bumi 

melalui pipa yang akuntabel, adil, transparan dan wajar, 

perlu dilakukan optimalisasi pengawasan oleh Badan 

Pengatur dalam pembangunan pipa pengangkutan gas 

bumi pada tahap perencanaan, pembangunan dan 

operasional; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang 

Pengawasan Investasi pada Pembangunan Pipa 

Pengangkutan Gas Bumi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang 

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas 

Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur 

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 

dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui 

Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5308); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4996); 

4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103); 
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5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur 

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 

dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui 

Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 992); 

6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif 

Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur 

Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1032); 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi 

melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas 

Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1943); 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi 

pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS 

BUMI TENTANG PENGAWASAN INVESTASI PADA 

PEMBANGUNAN PIPA PENGANGKUTAN GAS BUMI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

Badan Usaha dalam rangka Kegiatan Pembangunan pipa 

pengangkutan gas bumi pada kegiatan usaha hilir. 

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon 

yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer 

berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan 

Minyak dan Gas Bumi. 

3. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan 

menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan 

transmisi, dan/atau distribusi melalui pipa penyalur dan 

peralatan penunjangnya yang dioperasikan dan/atau 

diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang 

terintegrasi. 

4. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan pipa 

transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari 

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas 

Bumi Nasional. 

5. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari 

jaringan distribusi gas bumi yang merupakan bagian dari 

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas 

Bumi Nasional. 

6. Lelang adalah metode pemilihan Badan Usaha dengan 

mengundang Badan Usaha yang memenuhi kriteria 

tertentu sebagaimana diatur dalam dokumen lelang yang 

diyakini mampu melaksanakan pekerjaan yang 

kompleks. 

7. Penugasan Pemerintah adalah penunjukan yang 

dilakukan oleh pemerintah kepada Badan Usaha tertentu 

untuk melakukan pembangunan pipa pengangkutan Gas 

Bumi guna menyelenggarakan kegiatan usaha 

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. 
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8. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang 

selanjutnya disebut Tarif Pengangkutan adalah biaya 

yang dipungut Transporter dari Shipper atas jasa 

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. 

9. Transporter adalah Badan Usaha yang memiliki Izin 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan 

memiliki Hak Khusus. 

10. Shipper adalah Badan Usaha yang memanfaatkan 

Fasilitas Transporter untuk mengangkut Gas Bumi yang 

dimilikinya. 

11. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur 

kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa pada 

Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi 

tertentu dalam rangka kegiatan usaha Pengangkutan Gas 

Bumi melalui pipa dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme 

lelang oleh Badan Pengatur atau penugasan dari Menteri. 

12. Konsultan Pengawas Pelaksanaan Investasi yang 

selanjutnya disingkat KPPI adalah orang perorangan atau 

perguruan tinggi atau badan layanan umum atau Badan 

Usaha yang bergerak dibidang konsultansi manajemen 

proyek yang membantu Badan Pengatur dalam 

mengawasi Investasi pada Pembangunan Pipa 

Pengangkutan Gas Bumi.  

13. Front End Engineering Design yang selanjutnya disingkat 

FEED adalah pekerjaan yang diperlukan untuk 

menghasilkan proses dan teknik dokumentasi yang 

berkualitas untuk mendefinisikan persyaratan proyek 

untuk rekayasa rinci, pengadaan dan pembangunan 

sarana serta untuk mendukung perkiraan biaya proyek. 

14. Feasibility Study yang selanjutnya disingkat FS adalah 

studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan 

implementasi sebuah kegiatan pembangunan dan 

pengoperasian pipa Ruas Transmisi dan/atau Wilayah 

Jaringan Distribusi Gas Bumi. 

15. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 

adalah perkiraan harga yang dihitung oleh KPPI 
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